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Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak inisiatif dewan dalam membuat rancangan_perturan daerah belum
berjalan secara optimal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak pada periode 2009-2014. Teori‘yang
digunakan peneliti untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Alfian yakni dari faktor interhal dan faktor eksternal
yaitu faktor Tata Teertib Dewan, Kualitas Anggota, Tenaga Ahli, Mekanisme Kerja, Fasilitas Data dan Dana, Sistem
Palitik, Budaya Politik, Media Massa, dan ada faktor laifdiantaranya yaitu Partai Politik, dan Pengalaman. Metade
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan'bahwa dilihat dari
faktor tata tertib, merupakan acuan anggota dewan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian;sumber daya
manusia sanggat menentukan anggota agar mampu memainkan peranan didalam menggunakan hak-hak: secara tepat
dan tepat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan proporsional. Guna menunjang kuaitas
anggota dewan sesuai dengan tata tertib dewan setiap fraksi harus memiliki tenaga ahli untuk membantu anggota
didalam membuat rancangan peraturan daerah. gPartai politikememiliki perngaruh besar bagi anggota didalam
mengambil keputusan dan kebijakan, selain itu faktor pengalaman anggota merupakan hal yang sangat
mempengaruhi terhadap hasil dari peraturan daerah, menjadi kesulitan bagi anggota yang belum memiliki
pengalaman dalam membuat rancangan peraturan daerah, Saran dari hasil penelitian ini yakni perlu kesadaran
anggota (DPRD) untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat karena dari rakyat mereka bisa duduk di parlemen
dan bukan lagi mementingkan individu dan kelompok.

Kata-kata kunci: DPRD, Peraturan Daerah, Fungsi Legislasi.

THE FATORSAFFCTING THE IMPLEMETASION OFLEGISLASTION FUNCTION
OFREGIONAL LEGISLATIVE COUNCLL OFLANDAK DISTRICT
IN'THE PERIOD OF 2009 T O 2014

Abstract

The problem in this research is council initiative rights to draft local regulation that have not been proceed optimally
by Regional Legidative Council Landak District in the period of 2009 to 2014. The theory that the researcher used to
analyze the study is based on the Alfian theory that consist of internal and external factors. The internal and external
factor of Alfian theory are Order of council, Quality of Council Member, Experts, Work Mechanism, Facility of Data
and Funding, Political System, Political Culture, Media, and other factor including political parties, and experience.
The method used in this study is descriptive method. The results indicate that the order of council is a reference that
the cuoncil member employ to carry out its duties and funtions. Besides, human resources is also has a crucia
influence to council member in order to be able to play arole in utilizing the rights properly and appropriately in
carrying out its duties and responsibilities effectively and proportionately. To support the quality of council
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member’duties, each fraction should have several expert to assist the council members in making draf of regional
regulatiton. Political parties have a major inpact for members in decisions and policies, in addition to the member
experience factor has a great influence on the outcome of regional regulation and it will be a drawback for member
who do not have experience in making draf local regulation. This study highly recommended that all cuoncil
members (DPRD) of Landak District must prioritize the interest of the people as they had been selected by the
people to implement of legislation function and they must not prioritize the interest of individual and groups

Kywords: Parliament, The Regional Regulation, Legislation Function.

A. PENDAHULUAN

1. Latar B8lakang Masalah

Indonesia merupakan Negara ; yang
menggunakan . sistem demokrasi dimana
rakyat yang memiliki peran penting didalam
sistem pemerintahan. Dimana daerah
diberikan® hak untuk menjalankan roda
pemerintahan yang ada di tingkat daerah,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor ;23
tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang
menyatakan penyelengaraan  pemerintah
daerah ' diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya

kesgahteran  masyarakat

melaui  peningkatan  pelayanan  dan
pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat yang ada di tingkat daerah.
Pemerintah  daerah.. (Eksekutif)  dan
(Legidatif) adalah lembaga yang memitiki
tugas sebagai lembaga yang menjalankan
penyelengaraan pemerintah yang ada di
tinggkat daerah, serta lembaga yang

membuat peraturan yang ada di tingkat
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daerah, secara bersama-sama dengan
lembaga = " eksekutif, sesuai dengan
perundang-undangan yang diatur, dan sesuai
dengan tata tertib masing-masing lembaga,
lembaga (DPRD) merupakan lembaga yang
memiliki tugas dan fungsi=untuk membuat
rancangan peraturan daerah.

Sebaga lembaga legidatif yang
memiliki fungsi diantaranya, fungsi legislasi,
fungs pengawasan dan fungs anggaran,
dimana untuk menunjang tugas tersebut
anggota dewan diberi hak dan wewenang
untuk membuat rancangan peraturam daerah
dan menentukan kebijakan, untuk itu
lembaga’legidatif diberi hak inisiatif untuk
membuat = rancangan peraturan  daerah.
Demikian "juga yang terfjadi di dewan
perwakilan rakyat dagrah K abupaten Landak
yang~ memiliki badan legisas untuk
membuat rancangan peraturan daerah, dan
sesual dengan tata tertib dewan bahwa setiap
anggota dewan dituntut untuk mampu untuk

membuat rancangan paraturan daerah.
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Menurut pengamatan peneliti bahwa dewan
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak
belum menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal, peraturan daerah yang
disetujui olen dewan lebih banyak dari
lembaga eksekutif dari pada dewan itu
sendiri, tentu tidak sesuai dengan~konsep
trias politika yang kita anut=Dimana dewan
yang membuat undang-undang dan eksekutif
yang menjaankan dari wundang-undang
tersebut.

Berdasarkan™ permasalahan di'. atas
dewan perwakitan rakyat daerah Kabupaten
Landak belum=berjalan secara optima di
daam menjalankan tugas dan fungsinya
untuk membuat rancangan peraturan daerah,
maka peneliti memfokuskan penelitian ini
pada faktor-faktor yang mempengaruhi hak
inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah
Kabupaten Landak dalam
rancangan peraturan daerah belum berjalan

membuat

secara optimal.

2. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka perurumusan “masalah adalah faktor-
faktor apa sgja yang mempengaruhihak
inisiatif anggota dewan Kabupaten Landak
dalam membuat rancangan peraturan daerah

(Perda) belum berjalan secara optimal ?
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3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut : Ingin mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi hak inisiatif dewan
Kabupaten Landak dalam membuat perda

belumberjalan secara optimal.

4.1- ‘Manfaat Pendlitian

Manfaat yang ingim dicapai oleh
penulis dalam™ pembuatan penelitian ini
adalah :

a. Secara teoristis manfaat penelitianini,
diharapkan sebagai kentribusi terhadap
pengembangan ilmu politik, khususnya
studi tentang fungs legislass dewan
perwakilan rakyat daerah dalam
membuat rancangan peraturan daerah.

b. Secara praktis diharapkan | hasil
penelitian ini  akan memberikan

sumbangan yang cukup baik terhadap
kinerja para anggota dewan dalam
Pelaksanaan Fungsi Legislas dalam
pembuatan
Kabupaten Landak.

peraturan daerah

B. TINJAUAN PUSTAKA

Trias politika merupakan anggapan
bahwa kekuasaan Negara terdiri dari tiga

macam kekuasaan yaitu yudikatif, eksekutif
3
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dan legidatif. Dimana suatu jabatan yang
sudah berahir dan tidak diserahkan kepada
orang yang sama, sehingga hak asas
manusia bisa berjalan dengan baik. Lock
(ddlam  Budiardjo  2008:382), yang
menyatakan bahwa kekuasaan Negara dibagi
menjadi tiga yang masing-masing tugas dan

fungsinya terpisah.

1. Definis Badan L egidatif

Badan™ |egidatif..merupakan lembaga
Negara' yang memiliki tugas dan fungs
untuk membuat  undang-undang.Dewan
perwakilan “rakyat daerah  merupakan
lembaga yang paling penting untuk membuat
undang undang dan mengontrol berjalanya
roda pemerintahan yang ada di tingkat
daerah. Menurut Budiardjo (2008:322)
badan legidatif adalah lembaga yang
membuat undang-undang dimana fungs
lembaga legidatif yang paling .penting
adalah membuat undang-undang (Policy),
dan membuat undang-undang,. untuk itu
lembaga ligidatif diberi hak imisiatif. untuk
membuat rancangan perundang-undangn'dan
mengamandemen terhadap undang-undang
yang disusun oleh pemerintah, selan itu
mengontrol  lembaga  eksekutif, untuk
menjaga agar semua tindakan eksekutif
kebijakan
undangan yang telah ditetapkan. Anggara

sesuai  dengan perundang-
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(2013:173), setiap warga Negara dalam
bersikap, berbicara dan berprilaku tidak
terlepas dari aturan dan ketentuan yang telah
ditetapkan Negara.Aturan tersebut tertuang
didalam UUD, PERPU, dan PERDA, baik di
bidang politik, ekonomi, sosia dan
budayasl.embaga yang bertugas menyusun
peraturan tersebut adalah lembaga legidlatif.

2. Fungs Badan L egidlatif

Seseorang yang mendapatkan tugas
dan ‘tanggung jawab' untuk menduduki
schuah jabatan secara. struktural ‘dan
fungsiona dengan menjaankan tugasnya
harus taat terhadap semua aturan dan
ketentuan yang ada. Efriza (2014:99) dewan
rakyat selaku pemegang
kekuasaan yang ada di tingkat kabupaten

perwakilan

kota yang berkedudukan sebagai lembaga
Negara. Dalam UUD 1945 pasal 20Aiayat 1
yang memberikan landasan konstitusional
bahwa dewan perwakilan rakyat" memiliki
fungsi: 1. Legislasi, 2. Fungsi Anggaran. 3.
Fungsi Pegawasan atau Kontrol.
Berdasarkan tiga fungsi itersebut anggota
dewan secara kolektif™ dan kolegia diberi
hak Inisiatif yaitu hak anggota dewan untuk
mengajukan rancangan peratran perundang-
undangan dalam undang-undang No10 tahun
2004 bahwa hak inisiaif rancangan

perundang-undang bisa berasa  dari
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eksekutif dan dari legidatif. Sesuai dengan
amanat UUD 1945 dan undang-undang No
32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
yaitu daerah otonom berwenang untuk
mengaur dan mengurus sendiri  urusan
pemerintah daerah sesuai dengan asas
otonomi daerah. Disamping itu.=melalui
otonomi luas, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing yang dimiliki oleh
masyarakat yang ada di daerahr dengan
memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerintahan, keadilan yang ada degan itu
dapat lebih mudah mau dan berkembang.
Fungs legislasik merupakan sangat penting
didalam

masyarakat -yang demokrasi. Demokras

dan  strategis menci ptakan

tidak hanyardiukur dari banyaknya peraturan
perundang-undangan tetapi juga harus sesual
dengan keijakan yang telah ditetapkan.

3. Kerangka Pikir Pendlitian

Undang-undang No0.32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah

v

Inisiatif anggota dewan K ebupaten Landak
belum berjalan secara optimal.

v
Rumusan masalah
Faktor-faktor apa sgja yang mempengaruhi hak
inisiatif dewan Kabupaten Landak dalam
membuat peraturan daerah

v
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
fungs legidas dalam pembuatan peraturan
daerah yaitu: faktor internal meliputi: (1) tata
tertib (2) kualitas anggota (3) tenaga ahli (4)
mekanisme kerja (5) faslitas data dan dana.
Faktor eksternal meliputi: (1) lingkungan sistem
politik (2) budaya politik (3) media massa.
(Alfian dalam Dalvudi 2009:79)
v
Output

Peraturan Daerah Kabupaten Landak

C. METODE PENELITIAN

1. JenisPendlitian

Dadam  penditian rini, peneliti
menggunakan  jenis penelitian deskritif
kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan
untuk menggambarkan  fenomena yang
terjadi dengan hasil data dilapangan; yang
kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan
dan disgiikan. Waktu yang digunakan untuk
penyusunan laporan dan  Konsultas
dilakukan dari bulan Oktober 2015 hingga
Feb 2016, Subjek dari penelitian ini adalah
Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat
DPRD Kabupaten Landak, Badan Legidas
DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik,
Tokoh Masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis hanya
meggunakan dua teknik penggumpulan data,

yaitu teknik wawancara dan teknik
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dokumentasi. Dalam teknik analisis data
penulis menggunakan olahan data secara
kualitatif. Teknik analisis yang peneliti
gunakan adalah teknik analisis Arkunto
(2006:239), menggemukakan bahwa analisis
data merupakan kegiatan  menyusun,
mengkategorikan data, mencari pela atau
tema, dengan maksud unttk memahami
maknanya.Adapun untuk mengguji validitas
data, penulis;~menggunakan triangulas
sumber yakni peneliti.mengecek data yang
telah di peroleh dari "beberapa sumber atau
informan  yang, diteliti  dengan teknik
diantaranya “=teknik  wawancara. dan

dokumentasi.

2. '|Langkah-L angkah Penelitian
Langkah-langkah dalam penelitian
ini adalah penyusunan proposal, dengan
fokus penyesuaian dengan teori,
menggumpulkan bahan-bahan yang
berkaitan! dengan  judul penelitian,
mengganalisis data, ‘menyusun hasll
penelitian dari semua rangkaian

penggumpul an data (Moleong,2013:127)!

3. Teknik Pengumpulan Data
a) Teknik Wawancara
Yaitu melakukan Tanya jawab secara
langsung dan mendalam kepada subjek
penelitian, guna penggumpulan data primer
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dengan menggacu kepada suatu panduan
wawancara Yyang sudah dipersigpkan
sebelumnya agar tidak menyimpang dari
tujuan penelitian.

b) Studi Dokumentasi

Yaitu peneitian yang dilakukan
dengan=., mempelgjari  dokumen-dokumen
pemerintah yang erat hubungannya dengan
materipenelitian dan..didukung oleh alat,
arsip-arsip dan dokumen.

4. Sujek dan Objek Pendlitian

Subjek dalam penelitian ini adalah
Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretariat
DPRD Kabupaten Landak, Badan Legidas
DPRD Kabupaten Landak, Tokoh Politik
dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Landak.
Objek dalam penditian ini adalah
pelaksanaan  fungs
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak
tahun 2009-2014.

legislasi  dewan

5. Instrumen Penelitian

Dalam® pendlitian kualitatif yang
dimaksud intrumen pemnnelitian adalah
peneliti  sendiri.Maka™ dari itu, sebelum
melakukan penelitian terlebih  dahulu
memahami metodelogi sehinga penelitian ini
dilakukan dengan baik dan proses-proses
penelitian dilakukan dengan benar.Selain
pendliti sendiri yang menjadi intrumen
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dalam pendlitian ini juga menggunakan
pedoman wawancara, dan dokumentas

menggunakan kamera.

6. Teknik Analisa Data

Dalamn  penelitian  ini penulis
menggunakan penggolahan data.~melalui
analisis kualitatif. Analisis.~data kualitatif
adalah kegiatan menyusun, mengkategorikan
data, mencari_<pola atau tema;” dengan
maksud untuk memahami makna nya
(Arikunto, 2006:239).
a. Reduksi data

Reduksi*Data yaitu, membuat ‘catatan
penting atau rangkuman inti dari data’ yang
diperoleh melaui wawancara dan telah
dipustakakan.
b. Penyajian Data

Penygjian data yaitu, menygjikan
semua’data dan informasi yang telah disusun
dan diklasifikasikan dalam bentuk..catatan
dan tulisan,
c. Penarikan kesimpulan

Merupakan langkah terakhir dari suatu
analisis data yang berusaha mencari "artl
terhadap data yang disgjikan dan berusaha
menghubungkan data dengan gejala sosia
lainya.
d.Teknik Keabsahan Data

Pendliti mengunakan
sebagai teknik untuk menggecek keabsahan

triangulasi
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data Dimana dalam  penelitiannya
triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain daam membandingkan hasil
wawancara terhadap objek penelitian
dilapangan  Denzin
2008:28).

(ddlam  Moleong,

D. HASIL'DAN PEMBAHASAN

1. Segarah Terbentuknya DPRD
Kabupaten L andak,

Dewan Perwakilan “"Rakyat Daerah
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang
ada di tingkat Kabupaten/Kota, yang
memiliki tugas untuk membuat rancangan
peraturan daerah bersama-sama dengan
pemerintah daerah. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Landak pertama
kali di-bentuk pada tahun 2000 di Ngabang,
dengan keanggotaan dari hasil jpemilihan
pada tahun 1999, dari daerah pemilihan
Kabupaten Landak sebanyak 35 orang.
Sesua’ dengan undang-undang Nomor
15/2000 tentang . pertibahan undang-unang
Nomor 55/1999. Bahwa keanggotaan dewan
Kabupaten Landak diisi oleh anggota dewan
hasil pemilihan tahun 1999 yang berasasl
dari daerah pemilihan Kabupaten Landak
sebanyak 35 orang dan berdasarkan surat
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keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 453 padatanggal 15 Desember tahun
2000, dengan demikian pelantikan dilakukan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah
pada tanggal 19 Desember tahun 2000 di
Ngabang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Landak yang memimpin
pertama kali adalah Drs="Yosep Kilim,
berdasarkan  sidang™ paripurna ;Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah @ Kabupaten
Landak pada tanggal 119 juli tahun 2001 di
Ngabang.

Dengan=, terbentuknya Kabupaten
Landak makasemua urusan dan kepentingan
yang ada di_daerah tersebut berada di ruang
lingkup Kabupaten Landak dan tidak bisa
lagi| di ™ganggu gugat. Sesuai dengan
keputusan mentri dalam Negeri pada tangga
6 september 2001 di Ngabang. Dengan
terbentuk nya daerah yang baru tentu
memikili. tugas dan tanggung jawab yang
berat untuk mensgahterakan  rakyat
Kabupaten ‘Landak melalui-kebijakan dan
keutusan antara Bupati dengan'DPRD. Maka
dengan itu umtuk mampu membuat
keputusan dan kebijakanssebagai dasar untuk
menjalankan roda pemerintahan yang ada di
tingkat daerah, dengan adanya dewan
perwakilan rakyat daerah maka akan mudah
untuk membuat peraturan daerah, apalagi
dewan yang memiliki tugas dan fungs
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legislasi untuk membuat dan merancanag
peraturan yang ada di tingkat daerah.
Dimana dewan perwakilan rakyat daerah
Kabupaten Landak yang ada di tingkat
daerah masih belum optima didaam
menjalankan tugas dan fungsinya, untuk
membuat rancangan peraturan  daerah,
adapun peraturan daerah yang menjadi
peraturan darerah, Ttupun hanya sebatas
peraturan, dari  pelaksanaan implementasi
peraturan tersebut’ masih belum=optimal di
lingkungan Kahupaten
Landak.

pemerintahan

2. Tugas dan Wewenang DPRD
Kabupaten Landak.

Daam melaksanakan fungsi
legisasi, fungss anggaran dan fungs
pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan
wewenang sebagaimana diatur dalam tata
tertib dewan Kabupaten Landak Nomor 25
tahun 2014, dimana tata tertib DPRD Nomor
1 tahun 2011 telah dicabut dan tidak berlaku
lagi. Denganitugas dan fungsi;DPRD sebagai
berikut:

a. Membentuk peraturan daerah bersama

Bupati
b. Membahas dan memberikan
persetujuan  rancangan  peraturan
daerah menggenai APBD yang
diajukan oleh Bupati.
8
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. Melaksanakan pengawasan terhadap
peraturan daerah dan APBD.

. Menggusulkan penggankatan dan/atau
pemberhentian Bupati dan/atau wakil
Bupati kepada mentri dalam negeri
melalui Gubernur, untuk mendapatkan
pengesahan penggangkatan ..dan/atau
pemberhentian.

. Memilih wakil* Bupati dalam hal
terjadi  kekosongan jabatan Wakil
Bupati.

. Membrikan pendapat dan
pertimbangan kepada pemerintah
daerah~terhadap rencana perjanjian
internasional di daerah.

. Memberikan persetujuan terhadap
renCana kerjasama internasional yang
dilakuan oleh pemerintah daerah.
.IMeminta laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati dalam

penyelengaraan pemerintah daerah.

I. Memberikan persetujuan terhadap

rencana kerja sama dengan daerah lain
atau dengan pihak _ketiga. yang
membebanimasyarakat dan daerah:

terlaksananya
kewgjiban daerah sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.
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k. Melaksanakan tugas dan wewenang

lan yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Hak dan Kewajiban DPRD dan

Anggota DPRD.

Daam "=meaksanakan hak dan

kewajiban anggota DPRD sebagai berikut:
1. Hak DPRD,

a.. Hak interpelasi

b. Hak anggket

c. Hak menyatakan pendapat
. Hak anggota

a. Menggjukan rancangan peraturan
daerah
Mengajukan pertanyaan
Menyampaikan usul dan pendapat.
Memilih dan di pilih
Membeladiri

> o o e o

Imunitas

Menggikuti orientasi dan

©«

pendalaman tugas.
h. Protokoler
I. Keuanggan dan administratif.
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pelaksanaan Fungsi Legislas Dewan
Rakyat Daerah
Kabupaten Landak.

Perwakilan

Pembahasan pembuatan rancangan
perundang-undangan dan penetapan
peraturan daerah mengacu kepada tata terib
DPRD Kabupaten Landak Nomor 25 tahun
2014, dimana tata tertib DPRD Nomor 1
tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi, dengan demkian sesuai
dengan:sistematikadi"atas maka, rancanagan
peraturan daerah. sebagai perangkat hukum
merupakan tanggung jawab bagi anggota
dewan sebagai perwujudan berjalannya
sistem demokrasi yang ada di tingkat daerah,
dimana keikutsertaan masyarakat melalui
lembaga perwakilan masyarakat dapat
menyampai aspirasi.

Dengan demikian dalam menentukan
perangkat hukum yang mengatur..seluruh
aspek  kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, maka yang memegang kekuasaan
penuh adalah’irakyat. Hal 1ni® menunjukan
betapa pentingnya sebuah peraturan atau
produk hukum dibentuk..demi terciptanya
ketertiban dan keamanan di lingkungan
masyarakat bernegara. Oleh karena itu
didalam

dilakukan dengan aturan-atuuran dan

pembuatan  peraturan  harus

turunan dari undang-undang yang sudah ada
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sehingga tidak menyimpang dari peraturan
yang sudah ada, dan perlu diperhatikan
bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat
sanggat diperlukan demi kesgahteraan dan
kemakmuuran masyarakat. Untuk
memperoleh keputusan yang baik maka para
pelakt=wpembuat  kebijakan harus banyak
mendengar aspirasi dari  masyarakat.
Peraturan daerah merupakan perundang-
undangan, oleh karena itu-kewenagan dan
mekanisme pembuatanya harus*menggikuti
aturan dan ketentuan 'sebagai mana yang
telah diatur dalam undang-undang Nomor.10
tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan menegaskan bahwa,
pembentukan perundang-undangan
merupakan salah satu syarat dalam rangka
pembangunan hukum nasional.

Berkaitan dengan kewenangan | yang
dimiliki oleh lembaga legidatif, maka perlu
dilihat sejauh mana kemampuan dan peranan
anggota dalam proses legislas yang ada di
tingkat daerah, karena tugas dan fungsinya
dalam membuat peraturan daerah memang
berada pada DPRD sebaga Iembaga
pemerintah yaitu. lembaga yang memiliki
hak Inigatif untuk membuat peraturan
daerah. Proses legislas merupakan suatu
ragkaian yang sudah semestinya disesuaikan
denngan kebutuhan, karena suatu kebijakan
senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nila yang

10
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berlaku dimasyarakat. Adapun faktor yang
mempengaruhi  fungsl legisas  anggota
dewan Kabupaten Lnadak yaitu:
a) Faktor TataTertib

Peraturan tata tertib DPRD merupakan
peraturan yang dibaut oleh anggota dan di
jalankan oleh anggota dewan itu=Sendiri
untuk  menjalankan  tugas dan
aaaaaafungsinya sebagal fungsit janggota
dewan. Dimanadtata tertib merupakan aturan
yang disepakati bersama sebagal. acuan
anggota didalam “imenjalankan tugas. dan
fungsinya untuksmembuat peraturan daerah.
Dilama tata tertib dewan Kabupaten Landak
nomor 25 tahun 2014 pasal 86 menyatakan
bahiwa rancangan peraturan daerah yang
berasal darir dewan dapat digukan oleh
anggota dewan, dan komisi, gabungan
komisi atau badan legislasi daerah, dengan
peratran tata tertib tersebut dewan
Kabupaten Landak diberi kebebasan dan
kewgiban'. diddlam membuat peraturan
daerah, dimana anggota- dewan bisa
mengusulkan dengan sendirinya-(Ranperda)
yang akan dibuat,,diaman anggota diberi ‘hak
inisiatif  untuk  meéngajukan  rancangan
peraturan daerah, dimana anggota dewan
Kabupaten Landak belum optimal didalam
menjalankan hak inisiatif anggotanya, yang
berdampak terhadap hasil peraturan daerah
yang belum optimal. Bahwa hak inisiatif
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merupakan inisiatif anggota bukan hak
inisiatif lembaga sehingga dapat
mempermudah anggota dalam membentuk
peraturan daerah.

b) Faktor

Manusia.

Kualitas Sumber Daya

Sumber Daya Manusia merupakan apa
yang dimiliki. oleh manusia dan
diimplementasikan terhadap bidang
perkerjaan " yang dimikikinya, dimana
mampu. menjalankan tugas dan. fungsinya
secara tetap dan bertangung jawab terhadap
tugas dan peran. Salah_satu faktor yang
mempengaruhi  pelaksanaan fungs legislas
di dewan Kabupaten Landak adalah kualitas
sumber daya dan kualitas anggota sanggat
menentukan hasil dari sebuah peraturan atau
produk hukum yang dibuat oleh lembaga
legidlatif, dimana peraturan tersebut pro
terhadap kepentingan masyarakat K abupaten
Landak. Dilihat dari tingkat pendidikan
anggota dewan Kabupaten Landak msaih
relative ' rendah, ditingkat SMA sedergjat
persentasenya yaitu 31,42% dan di tingkat
Strata Sarjana lebih rendah yaitu 22,85%.
Dimana dapat_kita™lihat bahwa msaih
rendahnya tingkat pendidikan dan sumber
daya yang dimiliki anggota dewan yang
relative masih rendah. Ini merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi pel aksanaan

fungs legisalsi dewan kabupaten landak

11
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diddam membuat rancangan peraturan
daerah.
c) Faktor Tenaga Ahli

Guna menunjang kualitas anggota
dewan daam menjalankan tugas dan
fungsinya, sesuai dengan tata tertib dewan
Kabupaten Landak menyataan bahwa; Setiap
fraks sebagaimana yang dimaksud pada ayat
1, satu orang tenaga ahli paling; sedikit
memiliki persyaratan sebagai berikut yaitu
serendah-rendahnya [setara S1 . dengan
pengalaman kerja'selama 5 tahun dan ‘strata
dua(S2) pengalaman kerja 3 tahun dan strata
S3 selama 'satu tahun pengalaman. kerja
Keberadaan _tenaga ahli merupakan hal* yang
sangat penting didalam lembaga DPRD
sehingga dapat memudahkan anggota untuk
konsultas tentang rancangan peraturan
daerah dan hal lainya yang menyangkut
kepentingan anggota. Namun keberadaan
tenaga ahli disetiap komisi, masaih.kurang
danada yang setuju danada juga yang tidak
setuju dengan adanya keberadaan tenaga ahli
di setiap komisi, dimanaini salah satu faktor
yang menghambat didalam pelaksaan fungsi
legisas anggota dewan=Kabupaten Landak,
sehingga belum berjalan secara optimal.
d) Faktor Lain

1) Faktor Partai Politik

Berdasarkan hasil penelitian pendliti

dilapangan bahwa faktor partai politik
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mempunyai  pengaruh bersar terhadapa
pembuatan rancangan perundang-undangan,
dimana keputusan dan kebijakan hukum
masih dipengaruhi oleh kekuasaan partai
politik pemenang pemilu, diaman dilihat dari
anggota dewan lebih banyak dari anggota
parta=pemenang pemilu, tentu memiliki
pengaruh besar._ bagi anggota partainya
kurang, di parlemen,, sehingga menjadi
kesulita bagi anggota didalam menggunakan
hak inisiatifnya tentu kita ‘tau bahwa
keputusan anggota dewan merupakan hasil
dari  keputusan kolektif. dan kolegial.
Didalam memutuskan Kegikankan dan
didalam rencanrang peraturan daerah.

2) Faktor Pengalaman

Pengalaman anggota dewan didalam
membuat rancangan peraturan daerah masih
rendah, maka dari itu pengalaman menjadi
dasar yang sanggat penting bagi anggota
dewan.. .diddam membuat ranrangan
peraturan daerah, dari pengalaman tersebut
anggota. dewan _akan mudah didalam
menjalankan’ tugas dan fungsinya untuk
membuat (Raperda), sehingga tidak menjadi
penghambat bagi..anggota dewan tersebut,
berkenaan dengan ha tersebut anggota
dewan kabupaten landak tidak semua
anggota yang berpengalaman didalam
membuat rancangan peraturan daerah, dimna
sebagian hasil peraturan daerah yang dibahas

12
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adalah hasil dari studi banding dari daerah
lain, yang dibahas bersama-sama dengan
tenaga ahli baik akademisi, maupun para
anggota dewan, sehingga hasil dan
implementasi dari pearuturan tersebut sulit
untuk dijalankan. Seseorang anggota dewan
dapat dikatakan berpengalaman jika-@anggota
mampu menyusun rancangan peraturan
daerah bersama-sama dengan janggota
lainya, sehinggarhasil peraturan tersebut bisa
diterapkan s"yang sesual "dengan .kondisi

ekonomi, sosial budaya yang ada di daerah.

E. KESIMPULAN

Dari kelima faktor yang
mempengaruhi  pelaksaan fungsi legidas
dewan perwakilan rakyat daerah tersebut,
penulis; menyimpulkan bahwa semua faktor
yang mempengaruhi tugas dan fungsi. dewan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
tidak luputy dari kelima-faktor . tersebut,
semua memiliki pengaruh yang eukup besar
didalam membuat.peratran daerah.

1. Faktor Tata Tertib

Berdasarkan pembahasan yang penulis
lakukan bahwa kendala tata tertib seperti:
kurangnya anggota yang menjalankan tata
tertib yang sudah dibuat anggota sebagai
dasar untuk menjaankan tugas dan
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fungsinya sebaga anggota dewan, dimana
aturan dan ketentuan sudah di atur didalam
tata tertib dewan.
2. Faktor Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya kemampuan anggota
dewan didalam segi pendidikan dan sumber
daya™=yang dimiliki anggota didalam
membuat raneangan peraturan  daerah,
sehingga menjadi penghambat bagi anggota
untuk menjalankan fungsi "dan hak inisiatif
anggota didalam membuat peraturan daerah.
3. Faktor Tenaga Ahli

Tenaga ahli merupakan seseorang
yang di perlukan didalan lembaga (DPRD)
dimana tenaga ahli tempat para anggata
dewan untuk berkonsultasi . tentang
rancangan peraturan daerah yang akan di
usulkan, dimana tenaga ahli  harus
mengguasai bidang pemerintahan dan pahan
dengan tugas dan fungsi dewan.
4. Faktor Partai Politik

Parta politik merupakan gat untuk
mendapatkan kekuasaan, sehrusnya
kekuasaan yang didapatkan dipergunakan
dengan bak,untuk kepentingan bangsa dan
Negara, sehinga..dapat mensgahterakan
rakyat, partai politik memiliki pengaruh
yang sangat besar bagi pemangku
kepentingan dan kekuasaan, dimana melalui
parta politik semua keputusan dan kebijakan

hukum dapat dipengaruhi oleh partai politik.
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5. Faktor Pengalaman

Pengalaman merupakan modal dasar
bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya,
dimana dari pengalaman seseorang mampu
untuk menjalankan tugasnya dengan mudah,
dapat dilihat bahwa anggota.~"dewan
kabupaten landak tidak-="semua yang
memiliki pengalaman didaam membuat
rancangan peraturan daerah, “sehingga
pengalaman”menjadi salah"satu faktor yang
mempengaruhi  anggota untuk membuat

rancangan peraturan daerah.

F.7 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka
pada’ kesempatan ini  penulis ingin
memberikan beberapan saran yang berkaitan
dengan (faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan  fungs
perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak
ialah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) merupakan.lembaga parlemen
yang ada di tingkat Daerah/Kabupaten

legisas  dewan

Kota, dimana peraturan yang ada
ditingkat daerah merupakan hasil karya
anggota dewan yang ada di tingkat
daerah, dengan adanya peraturan
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tersebut tentu memiliki dampak yang
baik terhadap
perkembangan yang ada di tingkat

kemajuan dan

daerah, anggota dewan diminta untum

mampu  menjadankan tugas dan
fungsinya sebagal wakil rakyat yang ada
dit=wtingkat daerah, untuk membuat
rancangan‘peraturan yang sesuai dengan
kepentingan masyarakat, dan bukan
untuk kepentingan partai.dan kelompok.

2. DPRD yang/memiliki tugasidan fungsi
legislasi  daerah,, yang membuat
peraturan daerah bersama-sama dengan
Bupati, kiranya rancangan peraturan
daerah disesuaikan dengan kondisi
ekonomi sosial dan budaya.yang ada di
daerah  sehinga mudah didalam
penerapannya.

3. Perlu kesadaran bagi anggota dewan
harus dibedakan mana kepentingan
Politik, Bisnis dengan kepentingan
Rakyat, sehinga sebuah jabatan tidak
salah digunakan.
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